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Bupati Cirebon 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 7 TAHUN 2008 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 
KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2808 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, maka 
rincian tugas, fungsi, dan tata kerja lembaga teknis daerah diatur 
lebih lanjut oleh Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor 
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan­ 
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2964); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2674); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Oisiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo 3176); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4017); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 T ahun 200 7 ten tang Organisasi 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Oaerah (Lembaran 
Oaerah Kabuputan Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 seri 0.22); 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon 
(Lembaran Oaerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 seri 
0.1); 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Oaerah Kabupaten 
Cirebon (Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 
Nomor 3 seri 0.2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Cirebon 
(Lembaran Oaerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 seri 
0.3); 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Oaerah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri 
0.5). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN 
TATA KERJA KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Uraian Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten 
Cirebon. 

5. Bupati adalah Bupati Cirebon. 

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon. 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 

9. Kantor adalah Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten Cirebon. 

10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten 
Cirebon. 

11. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor 
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon . .. 

12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor 
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon. 

13. Seksi adalah Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten 
Cirebon. 

14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen 
Kabupaten Cirebon. 

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon. 
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Menimbang 

Mengingat 

RANCANGAN 
PERATURAN BUPATI CIREBON 

NOMOR TAHUN 2008 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 
KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentuka n 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, maka 
rincian tugas, fungsi, dan tata kerja lembaga teknis daerah diatur 
lebih lanjut oleh Bupati; 

b. bahwa salah satu satuan kerja perangkat daerah yang masuk 
perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk 
lembaga teknis daerah adalah Kantor Kearsipan dan Dokumen 
Kabupaten Cirebon; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor 
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- 
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2964); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaia n ( Le mbara n Negara Rep ubl ik Indonesia Tahu n 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2674); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo 3176); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4017); 

7. Peratura n Pe meri nta h No mor 100 Tahu n 2000 tent an g 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia n 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembara n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 seri D.22); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon 
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 seri 
0.1) 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Cirebon (Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 
Nomor 3 seri D.2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah da n 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 seri 
0.3) 
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15. Peraturan Oaerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri 
0.5). 

ME MUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN 
TATA KERJA KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahu n 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Uraian Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten 
Cirebon. 

Bupati adalah Bupati Cirebon. 

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon. 

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Oaerah Kabupaten Cirebon 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 

Kantor adalah Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten Cirebon. 

10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten 
Cirebon. 

11. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor 
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon. 

12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor 
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon. 

13. Seksi adalah Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten 
Cirebon. 

14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokume n 
Kabupaten Cirebon. 

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon. + 

5. 
6. 

0 7. 
8. 
9. 
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BAB II 
KANTOR 
Pasal 2 

(1) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Kantor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang kearsipan dan dokumen. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor 
mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan dokumen; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang kearsipan dan dokumen; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, akuisisi, 
pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan dan dokumen; 

d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan Kantor; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor mempunyai uraian tugas : 

a. membantu Bupati, dalam melaksanakan tugas, baik dalam perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan 
dan dokumen; 

b. memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh 
kegiatan Kantor; 

merumuskan rencana dan program kerja Kantor, sebagai pedoman kerja 
sesuai kebijakan pemerintahan daerah; 

mengoordinasikan penyusunan, pelaporan dan pertanggung jawaban tugas 
Kantor, sesuai bidang tugasnya baik secara operasional maupun admnistrasi 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

membagi tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala 
Seksi, sesuai bidang tugasnya; 

memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan 
para Kepala Seksi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang­ 
undangan di bidang kearsipan dan dokumen; 

mengoreksi, memeriksa program kerja Subbagian Tata Usaha dan para 
Kepala Seksi serta mengawasi/menilai dalam pelaksanaan tugas; 

menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Kepala Subbagian Tata Usaha 
dan para Kepala Seksi sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas; 

j. menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi di bidang kearsipan dan 
dokumen; 

k. menyelenggarakan hubungan teknis fungsional dengan Satuan Kerja 
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI); 

C. 

d. 

0 
e. 

f. 

g. 

h. 

i. 



0 

0 

- 5 - 

I. mengoordinasikan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, 
perusahaan/ perorangan dan pihak lain untuk kepentingan pelaksanaan 
tugas di bidang kearsipan dan dokumen; 

m. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan dokumen; 
n. menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan Kantor; 
o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang 

berkaitan dengan bidang kearsipan dan dokumen, dalam rangka 
pengambilan keputusan/kebijakan; 

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas/kegiatan 
Kantor, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

BAB Ill 
SUBBAGIAN TATA USAHA 

Pasal 3 

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur 
staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan dan program. 

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Subbagian 
Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. penyusunan perencanaan program ketatausahaan; 
b. pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintahan di bidang 

ketatausa haa n; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas ketatausahaan Kantor; 
d. pelaksanaan koordinasi internal di lingkup Kantor; dan 
e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian 
tugas : 
a. membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang 

ketatausa haa n; 
b. menyusun rencana dan program kerja Kantor, sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
c. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Kantor; 
d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan; 

e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; 

f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas 
bawahan; 
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g. melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan 
dengan tugas-tugas Kantor; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas administrasi ketatausahaan, 
rumah tangga/umum, perlengkapan; 

i. menyusun, menelaah dan mengkoreksi surat, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

j. mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan/naskah dinas, baik surat 
masuk maupun surat keluar; 

k. mengoreksi naskah dinas atau surat-surat keluar yang merupakan hasil 
kebijakan/keput usa n Kantor; 

I. melaksanakan, mengatur layanan di bidang ketatausahaan kepada unit 
kerja organisasi di lingkup kantor; 

m. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas administrasi keuangan; 
n. melaksanakan pengusulan nama calon bendaharawan, sesuai dengan 

keperluan Dokumen anggaran satuan kerja; 
o. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap bendaharawan termasuk 

bendaharawan barang; 
p. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang 

Kearsipan dan Dokumen; 
q. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas administrasi kepegawaian; 
r. menyusun, mengolah data kepegawaian; 

melaksanakan koordinasi kegiatan dengan para pejabat pada satuan kerja 
terkait, dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas kantor; 
menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor, sesuai 
ketentuan yang berlaku; 
menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor; 
menyusun laporan bulanan, triwulanan dan tahunan program kearsipan dan 
dokumen; 
melaksanakan pengadaan barang dan jasa Kantor; 
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor, yang 
berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, dalam rangka pengambilan 
keput usan/kebijakan; 
melaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan tugas/ 
penugasan; 
menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 
Subbagian Tata Usaha; 

aa.melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Seksi menyusun anggaran 
Kantor; 

bb. bersama-sama dengan para Kepala Seksi 
pembahasan rencana anggaran Kantor 
terkait/Tim/Panitia Anggaran; 

cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Kantor, 
sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

s. 

t. 

u. 
V. 

w. 
X. 

0 
y. 

z. 

melaksanakan asistensi/ 
dengan satuan kerja 
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BABIV 
SEKSI PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAN DOKUMEN 

Pasal4 

(1)Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh Kepala 
Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(2)Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dokumen mempunyai tugas 
melaksanakan pengembangan kearsipan dan dokumen. 

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dokumen mempunyai 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kearsipan dan 
dokumen; 

b pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pengembangan kearsipan dan dokumen; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kearsipan dan 
dokumen; dan 

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan dan 
Dokumen mempunyai uraian tugas : 

a. membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang 
pengembangan kearsipan dan dokumen; 

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kearsipan 
dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan 
produktivitas, dan pengembangan karier bawahan; 

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas 
bawahan; 

menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan kearsipan dan 
dokumen; 

menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan 
dokumen 

melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan dan dokumen; 

melaksanakan penyusunan Sistem Jaringan lnformasi kearsipan dan 
dokumen; 

j. melaksanakan pengkajian dan pengembangan aplikasi Sistem Kearsipan 
dan Dokumen; 

k. melaksanakan koordinasi kearsipan antar satuan kerja perangkat daerah 
dan antar kabupaten/Kota; 

I. melaksanakan koordinasi kearsipan dengan satuan kerja kearsipan Daerah 
Provinsi Jawa Barat dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

b. 

C. 

0 d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

I. 
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m. melaksanakan kerjasama bidang kearsipan dan dokumen dengan instansi 
pemeri nta h/swasta/luar ne geri; 

n. melaksanakan fasilitasi bagi jabatan fungsional kearsipan; 
o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor, yang 

berkaitan dengan kegiatan pengembangan kearsipan dan dokumen, dalam 
rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 

p. melaporkan kepada Kepala kantor, setiap selesai melaksanakan 
tugas/pe n ugasa n; 

q. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi 
Pengembangan Kearsipan dan Dokumen; 

r. bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, melaksanakan 
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pengembangan Kearsipan 
dan Dokumen, dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran; 

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi 
Pengembangan Kearsipan dan Dokumen sesuai ketentuan yang berlaku; 
dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

BAB V 
SEKSI AKUISISI DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN DOKUMEN 

Pasal 5 

(1)Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh 
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(2)Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen mempunyai 
tugas melaksanakan akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen. 

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 
Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan 

dan dokumen; 
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang akuisisi 

dan pengelolaan kearsipan dan dokumen; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang akuisisi dan pengelolaan 

kearsipan dan dokumen; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan 
Kearsipan dan Dokumen mempunyai uraian tugas : 
a. membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang akuisisi dan 

pengelolaan kearsipan dan dokumen; 
b. menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Akuisisi dan Pengelolaan 

Kearsipan dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan; 
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d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, 
peningkatan karier bawahan; 

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas 
bawahan; 

f. menyusun rencana kegiatan akuisisi dan pengelolaan arsip dan dokumen 
pada perangkat daerah, swasta dan perorangan; 

g. melaksanakan kegiatan penataan arsip dan dokumen dengan arsiparis serta 
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kearsipan; 

h. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang­ 
undangan daerah dibidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan 
dokumen; 

1. menyusun konsep naskah akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan 
dokumen; 

J. menyusun dan merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang akuisisi dan 
pengelolaan kearsipan dan dokumen; 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan petunjuk teknis dan pelaksanaan 
pembinaan di bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen; 

I. melaksanakan pengumpulan arsip dinamis in aktif dan arsip statis dari 
satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

m. menginventarisir, mengumpulkan, mengolah dan menyusun data-data 
akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen; 

n. melaksanakan pembinaan, koordinasi, kerjasama dan penyuluhan yang 
berkaitan dengan kegiatan bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan 
dokumen; 

o. menerima arsip/memilah/ mengelompokkan dan membuat berita acara 
serah terima arsip; 

p. melayani konsultasi bagi satuan kerja yang akan menata arsip dan atau 
menyerahkan arsip; 

q. melaksanakan fasilitasi bagi pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional 
Arsiparis; 

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi 
Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan; 

s. bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan 
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Akuisisi dan Pengelolaan 
Kearsipan dengan Satuan Kerja/Tim/Panitia Anggaran; 

t. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala kantor yang 
berkaitan dengan kegiatan akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan 
dokumen, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 

u. melaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan tugas/ 
penugasan; 

v. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 
Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan, sesuai ketentuan yang berlaku; 
dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
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BAB VI 
SEKSI PEMELIHARAAN, PELAYANAN 

KEARSIPAN DAN DOKUMEN 
Pasal 6 

(1)Seksi Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh 
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(2)Seksi Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen mempunyai 
tugas melaksanakan pemeliharaan dan pelayanan kearsipan dan 
dokumen. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), Seksi 
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan, pelayanan kearsipan 
dan dokumen; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan, pelayanan 
kearsipan dan dokumen; dan 

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Seksi Pemeliharaan, Pelayanan 
Kearsipan dan Dokumen mempunyai uraian tugas: 

a. membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang 
pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen; 

b. menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan, Pelayanan 
Kearsipan dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; 

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas 
bawahan; 

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan depo arsip dan dokumen; 

melaksanakan perawatan dan restorasi arsip dan dokumen; 

melaksanakan pemenuhan bagi para pengguna arsip/yang memerlukan 
arsip dinamis ataupun arsip statis; 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan dan 
pelayanan kearsipan dan dokumen; 
menerima, menata, dan menyimpan arsip dinamis in aktif dan arsip statis 
pada depo arsip secara baik dan benar dari satuan kerja perangkat daerah 
di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

k. melaksanakan perawatan arsip dinamis in aktif dan statis yang ada di depo 
Kantor Kearsipan dan Dokumen secara rutin untuk penyelamatan arsip 
sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati; 

C. 

0 d. 

e. 

f. 
g. 

h. 

i. 

i 
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I. me/aksanakan kegiatan peme/iharaan dan perawatan dalam rangka 
terciptanya lingkungan sehat pada pusat penyimpanan arsip/depo arsip; 

m. membuat/mengkoreksi konsep naskah dinas di bidang pemeliharaan dan 
pelayanan arsip dan dokumen hasil kerja bawahan; 

n. melaksanakan dan menyiapkan kebijakan/petunjuk teknis di bidang 
pemeliharaan, pelayanan arsip dan Dokumen; 

o. melaksanakan pemantauan yang berhubungan dengan pemeliharaan, 
perawatan arsip dan dokumen satuan kerja perangkat daerah di lingkup 
Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

p. melaksanakan kegiatan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data 
yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan arsip dan dokumen; 

q. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor yang 
berkaitan dengan pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen dalam 
rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi 
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen; 

s. bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan 
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pemeliharaan, Pelayanan 
Kearsipan dan Dokumen, dengan Satuan kerja/Tim/ Panitia Anggaran; 

t. melaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan tugas/ 
penugasan; 

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi 
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen, sesuai ketentuan yang 
berlaku; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

BAB VII 
TATA KERJA 

Bagian Pertama 
UMUM 
Pasal7 

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Kantor merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan. 

(2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan 
operasionalnya diselenggarakan oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi dan 
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugasnya. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor bertanggung jawab secara 
berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajjb melaksanakan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. 

(4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
lainnya. 
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Bagian Kedua 
Pelaporan 

Pasal8 

(1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor wajib menyampaikan 
laporan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang. 

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Hal Mewakili 

Pasal9 

(1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala 
Q Subbagian Tata Usaha. 

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat 
menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan 
sen ioritas. 

0 

BAB VIII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 10 

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala Kantor bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian 
di lingkup Kantor. 

BABIX 
KETENTUAN LAIN 

Pasal 11 
Penetapan dan uraian tugas pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 

(1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok 
dan Fungsi Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon; dan 

(2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan 
Struktural Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanaaal ditetaokan. 
f wt 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 17 Desember 2008 

,-, 
B �....--CIREBON1/ 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

NUR RIYAMAN NOVIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 71 SERID.29 



). ,. 

0 

0 

Menimbang 

Mengingat 

SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 

NOMOR 71 TAHUN 2008 SERI D.29 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 71 TAHUN 2008 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TAT A KERJA 
KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, maka 
rincian tugas, fungsi, dan tata kerja lembaga teknis daerah diatur 
lebih lanjut oleh Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor 
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan­ 
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2964); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2674); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang iomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo 3176); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4017); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 seri D.22); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon 
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 seri 
D.1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Cirebon (Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 
Nomor 3 seri D.2); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 seri 
D.3); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri 
D.5). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN 
TATA KERJA KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Uraian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten 
Cirebon. 

5. Bupati adalah Bupati Cirebon. 
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon. 
7. Sekretariat Dae rah adalah Sekretariat Dae rah Ka bu paten Cirebon 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. 
9. Kantor adalah Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten Cirebon. 
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten 

Cirebon. 
11. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor 

Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon. 
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor 

Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon. 
13. Seksi adalah Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten 

Cirebon. 
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen 

Kabupaten Cirebon. 
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 

Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon. 
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BAB II 
KANTOR 
Pasal 2 

(1) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan 
ertangguing i=pt Jeez4z P;pati me!a[i Ser=trig Der=h icitcii uit javvau ncpaua Lu, 'au ti cat cricuau 'aKICII. 

(2) Kantor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
L=;;al-n }zzrz Ai i]gnm Lr&jnzn (dz; !elmer ncujancii auiau u u nu12 1a tun, 1 • 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor 
mempunyai fungsi: 
v • 
h 
4+ 

e ..... 

0 d. 

e. 

Pomherian rlukunnan �+ac, nonve!ongn�.-�an nomorin+ah�n rl:=ierah di + iii' ti t 4 lM t Gt Mwif w SM6AG4 t Mi tu Gt 

bidang kearsipan dan dokumen; 

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, akuisisi, 
pengeiolaan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan dan dokumen; 

peiaksanaan administrasi ketatausahaan Kantor; dan 

fungsinya. 

(4) Daiam meiasanakan tugas dan fungsi sebagairana diraksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor mempunyai uraian tugas : 

a. membantu Bupati, dalam melaksanakan tugas, baik dalam perencanaan, 
Pe1-1,"----- ,..., ,,...,. ,,...,...; d"'n --e�· ·mu,...-- 'K"'i..·1J�_,, __ •e•,-:,,_ ....,: "':.....,,......,._ k-----:--­ anoaitaatt, cvaruao c j' u I Datt cu[anat tr rMItD I AI4aIIJ cat21CI 
dan dokumen; 

b. memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh 
kegiatan Kantor; 

c. merumuskan rencana dan program kerja Kantor, sebagai pedoman kerja 
sesuai kebijakan pemerintahan daerah; 

membaai tuaas kepada Kepala Subbaaian Tata Usaha dan para Kepala 
4 4 

m""il,.,; "'e'"'""'"'"a"'n t· '"'"'S da" p,.es•"'s; "",.;,., v""'"'I"' c, ·b"'a,.,;,.,,.. T,...•a ', .. ,.,h,., cinict j' anct c A44o ti ton n6if€ 4cc ' '4IC cu 4cc 
dan para Kepaia Seksi sebagai bahan evaluasi terhadap peiaksanaan tugas; 

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang­ 
undangan di bidang kearsipan dan dokumen; 

4d d mengoorainasian penyusunan, peraporan aan peranggung jawapan tugas 
Kantor, sesuai bidang tugasnya baik secara operasional maupun admnistrasi 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

para mgnggralzgj mggmgrilggg nrgrgm Lari, Qkkggign Tgte [lgnh)a cdgn tr+4wtu, tutti rut '4Gitt +wrs 4At wt 

Kepala Seksi serta mengawasi/menilai dalam pelaksanaan tugas; 

Seksi, sesual bidang tugasnya; 

memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan 
para Kepala Seksi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. 

0 e. 

f. 

n • 

h ,,. 

i , 

; 
J· menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi di bidang kearsipan dan 

dokumen; 

k. menyelenggarakan hubungan teknis fungsional dengan Satuan Kerja 
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Arsip Nasional Republik 

t A4t InaonesIa (AINI}; 
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I. mengoordinasikan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, 
reveler el le le + l lune+levee 

jsi ubciiiiii ii j:iii aii&iii ciii jiiair tat iitur rc+LI4r 4Iara1aaI 
kg eNj blue lpgrgjag Nag eNlya· tao u Auaii4 nu¢ ±oat ua 1 uuru11cit, 

m renuclgnngrzkzn pen{i{ilgn zn netgtign ggreinzn Aze Al@ran: Tl. ii':iljfi'ii' rail 'ill?is ii? jiiiiilil rs<iii~ii (iii ~~?ui:itil, 

o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang 
berkaitan dengan bidang kearsipan dan dokumen, dalam rangka 
pengambilan keputusan/kebijakan; 

a melaksanakan tugas lainnva vana diherikan oleh Bunati sesuai denaan tans M r i not tu4 cu tci nry y IM A' i Ai 1 c., vs, t ''4MC tu44s 

dan fungsinya. 

BAB II! 
SUBBAGIAN TATA USAHA 

Pasa! 3 

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur 
staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor. 

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, 
keuangan dan program. 

(3)lJntuk melzksanakan tugas sebagaimznz dimzksud ayat (2), Sbbagian 
Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. 
b 

C. 

0 d 
e. 

penyusunan perencanaan program ketatausahaan; 

pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintahan di 
ketatausahaan; 

pembinaan dan pelaksanaan tugas ketatausahaan Kantor; 

pelaksanaan koordinasi internal di lingkup Kantor; dan 

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oieh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

bidan0 -·--···.=, 

(4) Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian 
tugas: 
a. membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang 

ketatausahaan; 

b. menyusun rencana dan program kerja Kantor, sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

c. mengoorinasikan tugas-tugas internai di ingup Kantor; 

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 

e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, 
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan, 

f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas 
bawahan; 
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g. melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan 
dengan tugas-tugas Kantor; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas administrasi ketatausahaan, 
rumah tangga/umum, perlengkapan; 

i. menyusun, meneiaah dan mengkoreksi surat, sesuai dengan ketentuan 
v le less yair ianu, 

j. mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan/naskah dinas, baik surat 
masuk maupun surat keluar; 

k. mengoreksi naskah dinas atau surat-surat keluar yang merupakan hasil 
kebijakaniepuiusan Kantor; 

I. melaksanakan, mengatur layanan di bidang ketatausahaan kepada unit . er]a organsast a: ngup Kantor; 
m. mengoordingikan dan melaksanakn tugas administrasi keuanan; 

ni. melaKSallakKan pig~Sula ala Cal0n Dendaafavan, S&Suai denigaf 
keperluan Dokurnen anggaran satuan kerja; 
mg]glgzng\gr rrghinggn pen(zygyggzn tgrhgdap bendghzrgugn tgrmggl 4, ii an2ct c 4A I, '4avvaoart to4it } uctciavvati t ·taut 

bendaharawan barang; 
p. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang 

Kearsipan dan Dokumen, 
q. mengoorinasian dan meiaksanakan tuas administrasi kepegawaian, 
r. menyusun, mengolah data kepegawaian; 
s. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan para pejabat pada satuan kerja 

terkait, dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas kantor; 
t. menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor, sesuai 

ketentuan yang berlaku; 
u. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor; 
v. menyusun laporan bulanan, triwulanan dan tahunan program kearsipan dan 

dokumen; 
w. melaksanakan pengadaan barang dan jasa Kantor; 
x. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor, yang 

berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, dalam rangka pengambilan 
keputusan/kebijakan; 

y. melaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan tugas/ 
penugasan; 

z. menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 

a melakcankan koordingi donaan nra Kanl --· ···-·-··--· ·-··-·. ·---· -···--· --· ·.;:::,-· . .--· - - --.---·- 
Kantor 

bb. bersama-sama engan para Kepala Seksi 
pembahasan rencana anggaran Kantor 

Seksi menyusun anggaran 

meiaksanakan asistensil 
dengan satuan kerja 

terkait/Timi/Panitia Anggaran; 
cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Kantor, 

sesuai ketentuan yang beraku; dan 
dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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BABIV 
SEKSI PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAN DOKUMEN 

Pasal 4 

(1) Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh Kepala 
Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan 

4 4 4 4 4 pertanggung yawap epaaa repaa rantor. 
()=lei Danoamhanmorn aoreinor lorn flmnon momnmwoi hoe 4 wt t wt!twists4tt tsw6Misti s4ti wt4ti4wt trwttt$Mt4t 46Mt4a 

mnneloleconoloon nanoemhon«on luooreinan clan elelunnan 
iwis4sirs4tt Mwswtis4ti4t w6Mi st 4ii Mwutitwt+ 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Konala �ek"'i Donnemhan,..-,n Kear-sinan d,,.... nnk• ·men momn, 'n",,; w 'a swrM 1in 1MCI I I Cit A''u 1 It Iii6iris yc 

fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kearsipan dan 

dokumen; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pengembangan kearsipan dan dokumen; 

c. pembinaan dan peiaksanaan tugas bidang pengembangan kearsipan dan 
rlwlenan rlnr 
444444wt4« MG4if 

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 

A\f-lam mololennnlnn tine rlnn fnnei cohnnnimnnn rlimnenr\ nor\n out i"di4 444wt4wi4444 fwd444at4444«wirer6 

Dokumen mempunyai uraian tugas: 

• 6 

b. 

c. 

0 d. 

e. 

f 

g. 

h. 
i. 

i 

k. 

I 
I. 

membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang 
pengembangan kearsipan dan dokumen; 
menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kearsipan 
dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 

membina dan memotivasi bawahan daiam peiaksanaan tugas, peningkatan 
nrnrhtiwite \nn nonnamhnnnon prior hnwnhnn' 

wtwit fwy wt4 wwt4ft+twit 4sit4wig 

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas 
a a+ 

LWt!t, 

menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan kearsipan dan 
dokumen; 

menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan 
dokumen; 

melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan dan dokumen; 

melaksanakan penyusunan Sistem Jaringan lnformasi kearsipan dan 
dokumen; 

melaksanakan pengkajian dan pengembangan aplikasi Sistem Kearsipan 
dan Dokumen, 

melaksanakan koordinasi kearsipan antar satuan kerja perangkat daerah 
dan antar kabupaten/Kota, 

fielaKSaflaKai KOOf~iiasi KeafSipan enai Saluan Keija K~aiSipan Daeral 
Provinsi Jawa Barat dan Arsip Nasional Republik Indonesia, 



m. melaksanakan kerjasama bidang kearsipan dan dokumen dengan instansi 
pemerintah/swasta/luar negeri; 

n. melaksanakan fasilitasi bagi jabatan fungsional kearsipan; 
o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala a a e natuur, yd!!g 

0 

0 

berkaitan dengan kegiatan pengembangan kearsipan dan dokumen, dalam 
rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 

p. melaporkan kepada Kepala kantor, setiap selesai melaksanakan . . ugasrpenugasan; 
r roriorwor hohor romnenor roareonea rlar naloweonoar onoworor aewei 4· tnwt+4Mrstt wAtAt 4wt4sAtt twtiwsAtt wtAtt $wAA iAsA st!}4Att wt 

Darcmhon«or Kaareinor clan felernary 
wt4wti6Alt4Art tw6Asst wt4ti swuirwti, 

r. bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, melaksanakan 
gygkailrlalc rppt_ mu_ray CmLei Duurgprylmrru Lmayaiuu 
c 0ult CG I cc cl4'MCI Ci nor crrM' 1ct!JC1 1Cr rat 

dan Dokumen, dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran; 
e ml-lg=mzlan evg}uzei Jgn nc]gpnrgn tlzlggnzgn t?gs/kgeiztzn Sc!gi • Sancrant v ua sw SW ' wan aa ti4M n 'ouart 'sn 

Pengembangan Kearsipan dan Dokumen sesuai ketentuan yang berlaku; 
le 
4at 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
4 ugas aan rungsinya. 

BAB V 
SEKS! AKUIS!SI DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN DOKUAMEN 

Pasa! 5 

/ 1) c,.._1.,$; /\ L,,,l""'i"'; �,.,,.. o,.._,...,,91,.._1,.,an Vear"'i"'8� �,.,,.. n,.._1.,, ,.....,,.._n �inimnin Ol"h ! ', sn. I 4Wu a Wai GiM 14a« I Suit 4'nuts;t 4Ml4tit st 

Kepala Seksi adalah unsur peiaksana ya g iangsung berada di bawah 
,.,,,.,,.., ""'"',.....""',...,...,.,..,,,..,,.. ;,., .. ,""'� 1.,-,...,...,.,,.,,""' v,...,...,.,,""' v""'"t"'" Gt A4Laut4444IS4 JC¥Cu n€Cuc I&Ia Iautu. 

(2) Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen mempunyai 
ugas metasanaan aursrs aan pengerraan earsrpan aan aoumen. 

(2[lmkle malolueonolwon toe eohaeoimnone linolveiel role ouwa [" Caleei 
f tit4At ttwit4tu«At6Ai«At tMt44 wit4Git6ti Stitt6At4d std Aft 'ff5 ii 

ALgjgjgi lam Darrelelggr agrgingrn lam fulman mnngmngngi fnugi 
i4A 1s 4wt4t wt4wt4t4ti tw6Ast wt vuuitiwti twit$sit6At u4its, 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan 
dan dokumen; 

pnglglggngpn trggn ngmgrintghgn dgn nglgugngn rm li hilgnny pl@igigij 
wwtit 4it4 tit t 44wt444Mt t wit4 wtit4it4 4 it44ti Mt tit444rt 

dan pengellaan kearsipan dan dokumen; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang akuisisi dan pengelolaan 

kearsipan dan dokumen; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 }, ayat (2), dan ayat (3) Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan 
Kearsipan dan Dokumen mempunyai uraian tugas ; 

a. membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bideng akuisisi dan 
ngnpglelagn lggrgingn \gn r\el@man 
rww4 4swii wit t if4 444444wt4u 

b. menviapkan rencana dan proaram keria Seksi Akuisisi dan Penaelolaan 
4 

Kearsipan dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan dan memberi 
ooh+r' 
G4MG444644 4% 

kepada 
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d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tuas, 
peningkatan karier bawahan; 

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas 
bawahan; 

f. menyusun rencana kegiatan akuisisi dan pengelolaan arsip dan dokumen 
pada perangkat daerah, swasta dan perorangan; 

t malglggpnglggn Latygtgn ngngtggn grgir Nan rlelnngn clan(gn rgingrig ggrtg 
tiwst 'sAtAr~Art wt4 ttAtt $MwGt4~At 6As $ At 4wuutnwt +wwl4ft swim wt6 

pig@n pelzuzng Jr.dz nan;tuna jggz lei-m uicuiuauinaui 'aiaya att rca 4R7Ii' uIa aoa rua1aratt, 

h menyiapkan bahan penyusunan elev menelaah peraturan perundang­ ,,. CI 

undangan daerah dibidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan 
dokumen; 

i. menyusun konsep naskah akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan 
dokumen; 
nngnggr Ngr rngrrglgpn ltnggr Lueliglggm tel@mies rli hielane glgiei lar iw4wt +wt4rt ttw 4ttuwt« ti +4wt isw+sw!Garst twrims 4wt 4wilt4 64turns +GA t 

pengelolaan kearsipan dan dokumen; 

menyiapkan bahan pelaksanaan petunjuk teknis dan pelaksanaan 
pembinaan di bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen; 
me,,.,1.,sa""a1.,,.,,... ""en""' '""'""Ula"" a .. ,..;P d; .... ,.,,....;s ;.... ,.,1.,+;f ,.,,.,.... a rain gtntjg dzrj an nat !' '4ult' c taint nit anuit 4watt taut tic 

satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

menginventarisir, mengumpulkan, mengolah dan menyusun data-data 
akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen; 

melaksanakan pembinaan, koordinasi, kerjasama dan penyuluhan yang 
b ........ ,.,.,...:,,...,.- ""--, ............ ke ... :a''""n b:d-P"l,.. -,, .. :-:-: ,.,_- --""',..,.,., ...... ,-a- ,,-- .. -:--n ...1 ....... cinauuait uci1cut 'JI tat r 1air auto1or uatt 4€I1EIa 1 nuato1pal ult 

dokumen; 

i 
J · 

L • 
0 

I ,. 

m. 

n. 

0 

o. menerima arsip/memilah/ mengelompokkan dan membuat berita acara 
serah terima arsip; 

p. melayani konsultasi bagi satuan kerja yang akan menata arsip dan atau 
menyerahkan arsip; 

q. melaksanakan fasilitasi bagi pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional 
Ar@in2rjs rw2at, 

r neiglggr hghgn gnygggngn ran(gng dgr relglgggnggn pp(gram alzei 
, iii4vGtt A tit wt utiGtt tswrswt tu +wAt $wtut GAG4it IM46iii ii 

Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan; 

s. bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan 
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Akuisisi dan Pengelolaan 
Kearsipan dengan Satuan Kerja/Tim/Panitia Anggaran; 

t. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepaia kantor yang 
cl-it-m Acnnzn {emit-n akttisjsj dan nenne[]an {ear<inzn den usinauuat uc'rat cIauaI ut,I 1 j' 1EI act c 2rat at 

dokumen, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 

u. melaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan tugas/ 
penugasan; 

v. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan 
Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan, sesuai ketentuan yang berlaku; 
dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
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BAB VI 
SEKSI PEMELIHARAAN, PELAYANAN 

KEARSIPAN DAN DOKUMEN 
Pasal 6 

ad el»al LL las a la »,« a lb 
I)tr;I f &ii~IHI@lac, rely~ rt~lb[ UM LULMItI UpMpM UIt 

Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(2) Seksi Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen mempunyai 
tugas melaksanakan pemeliharaan dan pelayanan kearsipan dan 
dokumen. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen mempunyai fungsi: 
a non ·m· IC"-=>n l,obiiavan +ekniC" rli hidang nomelih-=-,.aa" nola"anan "e-=-rsinan · wst 4wt n '] it ti 'iii 4wt A t pwwt it t, pMw t c IM' 

dan dokumen; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan, pelayanan 
kearsipan dan dokumen; dan 

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Seksi Pemeliharaan, Pelayanan 
Kearsipan dan Dokumen mempunyai uraian tugas: 

0 
h pelaksanzn urtisan nemerintehen dn pelzy.nan umum • a act u A ' II I .C IC WCI1 ICMCIICII III II 

pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen; 
di bidang 

Pelayanan 

membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas 
pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen; 
menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan, 
Kearsipan dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 
marking lgn mngmgtjpsi buwnhnn dglgm rgnelgg nelglggnggn tgggg +wit wt4rt twnuwtv n 'vv iA rAtt At!Miu Mw At4At 4Mt64, 

peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; 
me,....a---ta· · ,...."n,..end"'';"an ,....en,..e"a'u"'s·1 "'a"" ,....en;I,..; ""'"'a"san"'"'"" +, ,,..,.,s ii 41 44, iiIrM' an 1, tr IM' v i Ia 4w 1 it 1ct i n at tu/4C 

bawahan; 
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan depo arsip dan dokumen; 

melaksanakan perawatan dan restorasi arsip dan dokumen; 

melaksanakan pemenuhan bagi para pengguna arsip/yang memerlukan 
arsip dinamis ataupun arsip statis; 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan dan 
pelayanan kearsipan dan dokumen; 
menerima, menata, dan menyimpan arsip dinamis in aktif dan arsip statis 
pada depo arsip secara baik dan benar dari satuan kerja perangkat daerah 
rli linrlr Dgmgrintgh 4ghnptgn firahnn' 

i 4ti44Mt 44wt4ft Mi4wt wt wtu 

a. 

b. 

c. 

0 rN 
Me 

e. 

f. 
eu 
24· 

h. 

i. 

j 

k. melaksanakan perawatan arsip dinamis in aktif dan statis yang ada di depo 
Kantor Kearsipan dan Dokumen secara rutin untuk penyelamatan arsip 
sebaai hahan pertanaqungjawaban Bupati: • 'AM w ti 'w M}} 'M v As, 
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I. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan dalam rangka 
terciptanya lingkungan sehat pada pusat penyimpanan arsip/depo arsip; 

m. membuat/mengkoreksi konsep naskah dinas di bidang pemeliharaan dan 
pelayanan arsip dan dokumen hasil kerja bawahan; 

n. melaksanakan dan menyiapkan kebijakan/petunjuk teknis di bidang 
pemeliharaan, pelayanan arsip dan Dokumen; 

n mnglglggpnplgn ngmgntggggn gn hgrhhgngpn dangn ngrelihgrggn 
4, At 1Aw t Mutt 4wt4ti AittM A tuwutM tit 4wwt!tAtt Ai, 

perawatan arsip dan dokumen satuan kerja perangkat daerah di lingkup 
Pemerintah Kabupaten Cirebon; 

p. melaksanakan kegiatan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data 
yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan arsip dan dokumen; 

q. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor yang 
her\git-e Anez rare[jhzrzgn nelygnzn {agriez {gn {el;pee Az[ A' ctctt uE7I1at It I iaIc A, pc7Ia cat n» ·at2rat u I uun I1III cIatt 

rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi 
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen; 

s. bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan 
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pemeliharaan, Pelayanan 
Kearsipan dan Dokumen, dengan Satuan kerja/Tim/ Panitia Anggaran; 
melaporkan kepada Kepala 
rcreoeor 

vu4usi, 

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi 
Pgme[ihgrza pl-nzn Kergjrzn dzn [ygzr gcqggj lgtznt gym 

1 aaaI, cIayaa1 iai 4ci tar L nuiiiii, ct7cua nuisiiuucii ycir4 

berlaku; dan 
yeller_lmu kue lei r Nile=rily mu mlal Lulu Luke cum Nauru 

v. is7Ian a anau tu4es au yell wrisziinctt tr7ii fcaia fciiiui, sauicii iii4iii 

tugas dan fungsinya. 

BABVII 
TATA KER.JA 

4Ai # 
«IvIuIVI 

Pasal 7 

(1\ Jal_hgl gn ngnighi ttgg dgn Lzgugngngn Kanter mgrnplggn ggt Lgggtgn I'J rt st+ts tiw+jsM 4Mt4sw sett iwv4wist+t6ti i uiiiwi iii iii vii iiviwfi i 

yang tidak dapat dipisahkan. 
tp pelgksanaan fungsj Kantor sebagaj nelaksgnnzn nemerintahzn keaiatan (] 4 vu t tut Is isw ithr «w 'M ' w u tacit iii ii iii, f» ·Midi ii 

operasionalnya diselenggarakan oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi dan 
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugasnya. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor bertanggung jawab secara 
berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. 

(A L!! [(-rte J! ti;snu na]lg-H- Lr';;zi ]zn;nick-ci 4al;4 (ty rupaia rat tu uaiautt tu' Iao 1ya ti anoatanait nuut aoi uui J ti itouattoI ttinatt 

lainnya. 
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Bagian Kedua 

Pasal8 

(1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor wajib menyampaikan 
laporan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang. 

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Hal Mewakili 

Pasal 9 

(1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala 
Subbagian Tata Usaha. 

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat 
menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan 
senioritas. 

BAB VIII 
KEPEGAWAiAN 

Pasal 10 

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usu! Sekretaris 
f_ 4[ aaggt; quart g}mi;jztr-; Jg L.,,44L; r!-c+La Lat1a1 DEUIaII IIEIuII 2 aIau III tDuaDI uat ruantraoi Lu uaoatatt 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala Kantor bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian 
di lingkup Kantor. 

DAD IV 
APL / 

KETENTUAN LAIN 
Pasal 11 

Penetapan dan uraian tugas pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
(1) lKariheon Dina fie+ahn arr 4 Tali 904 #antn rior T,voe Dulle 

4J ta4w$4Ai446At4 4at$GA4t ttWAtt 4tttt r t GAtt44tt dwr 4sttuAtit ssAttAtt t 4At444. t tat 

gm [Engi Kgnter Kagrgjngn dgn [gen [4ghygrgten firehen· dgn 
Gt t 44l It4 tu4 444 t 4w6At GAtt 4At t 4tit4wt 4G4it4$6A44wt wt4wit4, wt t 

(2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan 
S+ .. , ,1,+, ,,.a, I/',., ... +,._,. 1/'e,.,,.,.;pa" '"'"'" Dok·,,....,._,.. K,.,h, , ... ,..+en f"'i.-"h"" ti Lftti d fCittti I CI.I II LCit LI6II CAAL\OL I 6A\II, 
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Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bu"'-"'� �n; ...Je---n ----"""""-at"'--''- ,.,,..._f,..""""" D-r;,1,,... o--.--h V-h.• ,--,1..-. ..... ,-...;.,.-.'"'-­ au t nt u' 1Ha uiL1 .atty a uciautt Lu ta acICtt fauCLCII \II CUI, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 17 Desember 2008 

BUPAT! CIREBON, 

ttd 

rEr» CD ADY 
LL 4n44 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 19 Dese 

lSEKRETARIS DAEF TEN CIREBON, 2- 0 

SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 71 SERI D.29 

0 
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